
BA#oM

LOKA  PENGAWAS  OBAT  DAN   MAI{ANAN
DI   KABUPATEN   BELU
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KEPUTUSAN KEPAIA LOKA POM DI KABUPATEN BELU

NOMOR PI.06.06.33C.08.24.162

TENTANG

STANDAR PEIAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BELU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAI+A ESA

KEPAIA LORA POM DI KABUPATEN BELU

:   bahwa untuk melaksanakan ketent`ran dalam Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  perlu  menetapkan
Keputusan  Kepala  Loka POM  di  Kabupaten  Belu  tentang
Standar Pelayanan I.oka POM di Kabupaten Belu

Mengingat                :    1.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2009    tentang
Pelayanan     Publik     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2009    Nomor    112,    Tambahan
lirmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

2.     Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indoensia    Tahun    2012    Nomor    215,    Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

3.     Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  tentang
Badan   Pengawas   Obat   dan   Makanan   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4.     Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negaral
dan Reforlnasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman  Standar Pelayanan  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5.   Z:raTFun 82aod2#ee:£Wgaso9gbftii= ¥ffT=taN£:q?£
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Berita  Negard
Republik    Indonesia    Tahun    2020    Nomor     1002)
sebagainana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor  13 Tahun 2022

:e:bTdganpeEE=ananaNtaosm::r2TrTanahiad2¥2Je,negnaia!
Organisasi dan Tata Kelja Badan Pengawas Obat dan
Makanan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahul[
2022 Nomor 629);

6.     Peraturan Badan Pengawas obat dan Makanan Nomo
19 Tahun 2023 tentang Onganisasi dan Tata Kelja Uni
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Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan;

7.     Peraturan Badan pengawas obat dan Makanan Nomor
28   Tahun    2022    tentang   Standar   Pelayanan    di
Lingkungan   Badan   Pengawas   Obat  dan   Makanan
(Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2022
Nomor  1156);

8.     Peraturan Badan pengawas obat dan Makanan Nomor
33  Tahun  2022  tentang  Standar  Irayanan  lnfonnasi
Publik  di   Lingkungan  Badan   Pengawas   Obat  dan
Makanan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2022 Nomor  1316).

MEMUTUSEN

:    KEPUTUSAN  KEPAIA  LOKA  POM  DI  KABUPATEN  BELU
TENTANG STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS 0BAT
DAN MARANAN DI KABUPATEN BELU

:   Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Loka
POM di Kabupaten Belu yang selanjutnya disebut Standar
Pelayanan  sebagaimana tercantum  dalam  hampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

:   Standar Pelayanan  sebagaimana dimaksud dalaln diktum
Kesatu terdiri atas :

a.     Sertifikasi  Pemenuhan  Aspek  Cara  Pembuatan  Obat
Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap

I

b.     Penerbitan   ljin   Penerapan   Cara   Produksi   Pangan'
Olahan yang Baik (CPPOB)

c.     Pengaduan   Masyarakat   dan   lnformasi   Obat   dan[
Makanan

I

:   Standar  Pelayanan  sebagaimana  nana  dimaksud  dalam
diktum Kedua merupakan acuan bagi :                                   I

::   :r:;iso=:;e:=lenseara;                                  ,
c.     aparat pengawasan, dalam penyelenggaraan pelayanar]

Publik.

:   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.         I

Ditetapken di Atambua,
23 Agustus 2024,

di Kab,upaten Belu,KepalahoiapupatenBe]

Ferdian Dwi Armanto, S.F`arm., Apt

Kepala hoka
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rmpIEN
KEpuTusAN KEPALA LOKA roM DI KABupATBN BBLu
NOMOR PI.06.06.33C.08.24.162 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR pEIAyANAN LORA roM DI KABupATEN BELu

STANDAR pELAyANAN LORA roM DI KABupATBN BELu
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik

(CroTB) secara bertahap
NO KOMroNEN URAIAN                                                I

PENIAMPAIAN IAYANAN
1. Pereyaratan Pengguna    layanan    mengajukan    perlnohonan

melal+ri  httD:/ /www.e-seTtifihasi.Don.ao.id dalaln
ranBka   Sertifikasi   pemenuhan       aspek   Cara
FToduksi  Obat  Tradisional  yang  Baik  (CForB)  t
secara  Bertahap dengan menyiapkan dokumen  :  ,
1.      NIB berbasis RIsiko / NIB oss RBA                    I
2.      Dokumen  Mutu;  Deskripsi produk lyang      ,

memuat Komposisi
3.     Alur proses produksi
4.      Penjelasan Tanggal Kedaluarca
5.      Spesifikasi Fhoduk
6.      Ifabel / Fotoproduk                                               I

2. Sistem, Mekinsme, 1.     Pengajuan pendaftaran izin lD OSs untuk
dan Prosedur mendapathan  IP CporB  secara  Bertahap    I

dengan  cara  :  Login  melalui  https://ui-
login.oss.go.id/1ogin ( KBLI 21022 )

2.     Pemohon       membuat      akun       melalui
http:/ /uiuiw.e-sertif ehasLpom.go.id  dengan    I
menyiapkan  dokumen  NIB  berbasis  RBA
dan   NPWP   .   Setelah   mendaftar,   akan    I
diverifikasi dan menunggu lalu usemame
dan password akan dikirim melalui e mail    I
maksimal 3x 24 Jaln, Setelah memperoleh
ztsema/ne      dan      password,      shahkan
melengkapi data perusahaan dan seluruh
inputan yang dindnta

3.     Pemohon  melakukan  entry  data   secara
online     melalui     szfz7sfte     hffz7..//zuzuu;.e-    ,
sertifikasi.Dom.ao.id.
Dengan   menyiapkan    dokumen    :    Surat I
Permohonan;
- Surat Permohonan;
- Denah Bangunan (hay Out) sesuai prinsip I
CroTB;

-Dokunen        Mutu        yang        memuat'
pereyaratan   pemenuhan   aspek   CPOTB ,
Bertahap;                                                              I

-Surat    Pemyataan    Komitmen    Setelah
selumh      dokumen      diupload      agar
memantau notifikasi dari Evaluator

4.     Pembayaran PNBP
5.     Pemeriksaan sarana : 3 HK
6.     Tindak Lanjut Temuan/Pemantauan



CAPA (Max 30 HK)                                                         I

7.      Evaluasi CAPA : maksimal 7 HK                          I

8.     Penerbitan Rekomendasi : 3 HK                         ,
3. Jangka Waktu l.Pembuatan       ak`m       perusahaan       melaluil

Pelayanan http://wu)w.e-sertifikasi.oom.ao.id  3x 24 lain    \
2.::n.gTaiu=erRae:o.-=::sLe::=en#:7,wis::ek_I

sertiftkasi.Born.ao.id                                                          I

:: :eo,g=nfex::i:s2 LOKTdKengan perianjfan,      ,

::TENinfu¥sr:JfatAT/emcTo=e',d:::::a=#:.::teHriKma|lengkapmex7HK

7. Pembuatan Rekomendasi, 3 HK
4. Biava / Tarif Tidak dipungut biava (gratis)                                         I
5. Produk Pelayanan Rekomendasi dalam rangka Sertifikasi Pemenuhan'

AspekCaraProduksiObatTradisionalyangBaikisecaraBertahap

6. Penanganan Pengaduan,     saran     dan    masukan     terhadap'
Pengaduan, Saran,danMasukan/Apresiasi

:ebL:?:ananMP±nia±ud=p¥tadsLysaran¥ianm[e::=:S]|

#PsrpkGa.P:.Msd£];¥b::;:te2e::'uAtanbuaBarat|
Kab.Belu

:e±esTi   i::                                           I
SMS                : 081331510092

Fin:t|sApp   :, :::i3.1e:j2oi2afl.com                    I
Media sosial : F`acebook  (bpom belu)

Instagram (bpom. belu)                          I
PBNGELOIAAN PELAYANAN                                                                                                         I

1. Dasar Hukum 1.   Undang-Undang No.25 Tahun 2009
2.:ee:atanturganpe:i=:=tahunNd°::_u¥:ngN2o:23

tahun 2009                                                               I
3.   Peraturan presiden  No.80 Talun 2017            I
4.   PerMenpan RB No.15 Tahun 2014
5.   PerMenpan RB No. 62 Tahun 2018
6.   Peraturan    Badan    Pengawas     Obat    da+

Makanan No.26 Tahun 2017
7.  :e=tur=NoP2;dTanahunpe2nogLa8Was    °bat    d|

8.   Peraturan  Kepala Badan POM  No  27  Tahurl

9.  3:rla7ie=tan#::ednqu¥e=e:=an ::i.= 2d
Tahun   2018   Tentang   Pelayanan Perizinan
Berusaha   Terintegrasi    Secara    EkektroniE
Sektor Kesehatan                                                   I



I10.PeraturanBadanPOMNomor10Tahun2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada   Penyelenggaraan   Perizinan   Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

11. Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022
tentang  Standar  Pelayanan  di  Lingkungar|
Badan Pengawas Obat dan Makanan               I

2. S-a dan a.  Ruang   pelayanan,   kursi   pelayanan,   mejd
I+asarana, dan/atau pelayanan
F`asilitasi b.  Ruang tunggu

c.  Sistem antrian manual
d.  FToduk informasi berupa leanet, brosur dah

barmer
e.   Subsite                                                                           I
f.   Media sosial                                                           ,
9.  Kotak saran
h.  Laptop
i.  Kotaks-
j.   Air minum dan makanan ringan
k.  Toilet
I.   drea parkir

3. Kompetensi 1. Memiliki        lj azah        profesi/ salj ana/ diploma
Pelaksana dibidang       farmasi,   biolori,   kimia,   pertanian,

teknologi pangan, dll.
2.  Pejabat   Fungsional   Pengawas   Falmasi   dan

makanan,Fungsional          pada          Kelompok
Pemeriksraan

3. Pemah mengikuti Pelatihan Cara Produksi Obap
Tradisional yang Baik

4. Pemah   mengikuti   kegiatan   lnspelctur   Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan

5.  Pelatihan       Sejenis      yang      lain       Memiliki
Kemampuan Komunikasi Alctif

6,  Mampu   mengoperasikan   komputer,   inteme[,
alat komunikasi dan media sosial

4. Pengawasan Internal
I

5. Jumlah Pelaksana 2 (dual orang
6. Jaminan Pelayanan Rekomendasi  Pemenuhan  Aspek  Penerapan  Caia

Produksi   Obat   Tradisional   yang   Baik   (CPOTB)
secara Bertahap

7. Jaminan Keamanan Pelayanan   Pemeriksaan   Sarana   dalam   Rangka
dan Keselanatan Sertifikasi  CPPOB  dan  Registrasi  Pangan  Olahan
Pelayanan memberikan jaminan keamanan dan keselamatah

=s#:ak::=si=rar£=,an=e,rmbea:=dani:nTE
kerahasiaan  pengguna  layanan  serta  menjandn
keanianan dokumen yang bersifat rahasia.

8. Bvaluasi Kinelja a.  Pelaksanaan  audit  internal  dil               secala
Pelaksrma konsisten minimal setahun sekaJi.

b. Bvaluasj yang dilakukan melalui :
1)  Survey  Kepuasan  Masyarakat  (  SKM  )  oleh



-6-

Inspektorat   Badan   Pengawas   Obat   dan
Makanan setahun sekali;

2)    Survey     Kepuasan     Masyarakat     secara
mandiri  dilaksanakan  oleh  Loka  POM  di
Kabupaten Belu setiap bulan;

3)   Laporan        Monitoring       dan        Bvaluasi
Pengaduan Masyarakat setiap bulan

4)   Rapat  Tinjauan  Manajemen  (R'I`M),  Kajian
Ulang  Manajemen  (KUM)   dilaksanakan   1
(satu) kali dalam setahun.

Ke#dihabupatenBelu,

Ferdian Dwi Armanto, S.Fami. ,Apt
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STANDAR PELAYANAN LOKA POM DI KABUPATEN BELU
Penerbitan Ijin Penerapan Cara Ftoduksi Pangan Olahan yang Baik (IP

CproB)

NO KOMroNEN UFLAIAN
pBrvAMPAIAN IAyANAN

I. Persyaratan Pemohon  mel                entry  data  secara  online i
me;la]:ui            subsite      httD:«ww.e-sertifikasi.Dom.ao.id \
den]:anDomfnmys:anp# berbasis risik°;                       (

2.  Peta lflkasi Sarana;
3.  Denah Bangunan;
4.  Panduan  Mutu yang  memuat  persyaratan

penerapan CPPOB;
5.  Deskripsi Pangan Olahan;
6.  Alur          Ptoses          Produksi          berserta I

penjelasannya                                                    ,
7.  label/F`oto Produk

2. Sistem, Mekanisme, I.  Pembuatan   akun   Pemohon   membuat   akun
dan Prosedur melalui             httD: / /www.e-sertifikasi.Dom. E!o.id

dengan menyiapkan dokumen NIB berbasis RBA
dan NPWP . Setelah mendaftar, akan diverifikasi
dan  menunggu  lalu  usemame  dan  password
akan dikirim melalui e mall maksimal 3x 24 Jand
Setelah  memperoleh  usemame  dan  password;
silahkan   melengkapi   data   perusahaan   dan
seluruh inputan yang diminta

2.  Pengajuan   pendaftaran   izin   ID   OSS   untuk
mendapathan     IP    CPPOB     dengan    cara     :
Login    melalui    https:/ /ui-login.oss.go.id/logip
toastikan KBLI sesuai untuk jenis produk yang
diajukan)                                                                      I
Pemohon  met               entry data  secara  online
melalul                 subsite                 http : / / www. e-
sertifiikasi.porn.go.id.
Dengan menyiapkan dokumen :
-Surat permohonan;
-   Peta Lokasi Sarana Produksi;
-Denah Bangunan (Lay out);                               I
-   Panduan  Mutu  yang  memuat  persyaratah

penerapan CPPOB;
-   Deskripsi Pangan Olahan;
-   Alur Proses Produksi beserta penjelasannya;
-   Setelah    seluruh   dokumen   diupload   agar

memantau notifikasi dari Evaluator
3. Jangka Warfu Evaluasi dokunen oleh Evaluator : 15 (lima belas)

Pelayanan HK1

Skala usaha    Risiko              Penandatangan
I+oduk

M ikro Kecil        Rendah             Kepala
UFT/Komitmen



Sedang KepalaUPT/PenialaianMandiri/Komitmen

Tinggi Kepala Badan
Menengch Sedang danRendah Deputi                          I

Tinggi PMR/KepalaBadan

Besar Sedang Fhll Audit/ Kepala
Rendch 81

Cat : Audit dil              maksimal setelah 1 tahun
jika terjadi kasus dapat diaudit sewaktu waktu

4. Biaya / Tarif Terhadap  pemohonan   lzin   Penerapan   CproB,
pelpanjangan izin ataupun perubahan izin dikenal
biaya  sebagal  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak
sesual dengan ketent`ran Perundang-undangan, PP
No 32 Tahun 2017. Dalam hal permohonan ditolak,
biaya yang  telah  dibayarkan  tidak  dapat  ditarik
kembali.
2iero untuk Skala Mikro dan Kecil

5. I+oduk Pelayanan Izin Pengaduan CPPOB (IP CPPOB) (Sertifikat)
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan tcrhadap

Pengaduan, Saran, Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan lnformasi
danMasukan/Apresiasi Obat dan Makanan dapat disampaihan melalui :ULPKLekaPOMdiKabupatenBelu

Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat
Kab.Belu
Telepon           , -                                                                       I
Faksimili        : -
SMS                  : 081331510092
WhatsApp     : 081331510092
Bmall              : bDombelu@lmail. com                          I
Media sosial : Facebook  q)porn belu)

Instagram (bpom. belu)
PBNGELOLAAN PELAYANAN

1. Dasar Hukun 1.    Undang-Undang No.25 Tahun 2009                 I
2.   Peraturan   Pemerintah   No.96   tahun   2012

tentang   pelaksanaan undang-Undang No.25
tahun 2009

3.   Peraturan presiden  No.80 Tahun 2017
4.    PerMenpan RB No.15 Tahun 2014
5.   PerMenpan RB No. 62 Tahun 2018
6.   Peraturan     Badan     Pengawas    Obat    dan

Makanan No.26 Tahun 2017
7.   Peraturan    Badan     Pengawas    Obat    dan

Makanan No.27 Tahun 2018
8.   Peraturan  Kepala  Badan  roM  No  27  Tahun

2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
9.   Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan I+oduk



::::as:senRy]::;:¥earkt=obpaet¥:anMa:m=ah|
10. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penerbitan lzin Penerapan I
Cara produksi pangan olahan yang Baik       I

ll. Peraturan    Menteri    Kesehatan    Nomor    26
Tahun   2018   Tentang   Pelayanan   Perizinap
Bemsaha    Terintegrasi    Secara    Elektroni#
Sektor Kesehatan

12. Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022
tentang  Standar  Pelayanan  di  Lingkunga+BadanPengawasObatdanMakanan

2. Sarana dan a. Sarana  prasarana/   fasilitas   layanan   sebagal
Prasorana, dan/ atau berikut:                                                                               I
Fasilitasi b. Ruang    pelayanan,    kursi    pelayanan,    meja

pelayanan LPK)
c.  Ruang tunggu                                                             I
d. Sistem antrian lnanua
e.  FToduk  informasi   berupa  leaflet,   brosur  dart

f.  3=b::t:                                                          I
9.  Media Sosial

.?. K:m¥u=ran                                                 I
j.  Aplikasi  Sistem  Pelaporan  Layanan  Pengaduan

Konsumen (Simpel sarana                                    ,
k. Air minum dan makanan ringan                           I
I.   Toilet
in.Area parkir

3. Kompetensi 1.  Memiliki ijazah profesi/saljana/diploma dibidang
Pelaksrma farmasi,    biologi,    kinria,                .    ,    teknolod

pangan, di I2.:e±tan¥:£s°£::al::::aKwe::mi=u:£sii
Pemeriksaan (Sertifikasi)

3. Pernah   mengikuti   Pelatihan   Cara   Produks|PanganOlahanyangBaik

4. Pernah  mengikuti  kegiatan  lnspektur  Pangan
Olahan

5. Pelatihan sejenis yang lain                                      I
6.  Memilihi Kemampuan Komunikasi Alctif
7. Mampu   mengoperasikan   komputer,   intemett

alat komunikasi dan media sosial                         I
4. Pengawasan lnternal a)  Dilakukan oleh atasan langsung                           I

bt Dilaksanakan secara kontinyu.
5. Jumlah Pelaksanan 2 (dua) orang
6. Jainan Pelayanan Izin Penerapan Cara I+oduksi Pangan Olahan yang

Balk (Ip cppOB)
7. Jaminan KeamanandanKeselanatanPelayanan

::)naeyr:p=Pesmee#==Scarp%aBdald=R=eg:::a:
Pangan    Olahan    overifikasi    Sarana    FToduksi)
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=ee=::¥a:.ti¥r=sake=:=e::::=e]b=:#
risiko      keragu-raguan,      termasuk      menjamin
kerahasi-  pengguna  layanan  serta  menjanir|keamanandokumenyangbersifatrahasia.

8. Evaluasi rfuerj a Pelaksanaan     audit     internal     atau     ekstemal
Pelaksrma dilakukan    secara   konsisten   minimal    setahun

sekali.                                                                                             I
a.  Evaluasi yang dilakukan melalui :

1)  Survey Kepuasan  Masyarakat (  SKM )  oleh ,
Inspektorat   Badan   Pengawas   Obat   dan IMakanansetahunsekali;

2)    Survey     Kepuasan     Masyarakat     secara
mandiri  dilaksanakan  oleh  Loka  POM   di I
Kabupaten Belu setiap bulan;                           I

3)   Laporan       Monitoring       dan        Evaluasi

4)  :ea:::d:£a¥=y#=a:es:::P(:)Mi Kajian I
Ulang  Manajemen   (KUM)   dilaksanakan   1
(satu) kali dalaln setahun.

Kepala I.oka POM di Kabupaten Belu,                              I

-`=- i
Ferdian Dwi Armanto, S.F`arm. ,Apt
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STANDAR PEIAYANAN LOKA POM DI KABUZJATEN BELU
Pengaduan Masyarakat dan lnformasi obat dan Makanan                 I

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN IAYANAN

1. Persy-tan a  :de:k:et::±):g:I;,:n=::,t7¥Fn:g[e.:iel:o:H

layanan tatap muka) ;

:..  :deen:f=oP:°:siky=;gd;;:dtchi==; dan          I
d.   'I\ijuan permintaan informasi

2. Sistem, Mekanisme,danProsedur a  :e:Tal=|;:|1::gin::=:=:u=gs¥m=alE

Unit  I,ayanan  Pengaduan  Konsumen  (ULPK)/

%#pepne;:#A,:e:nh;±#a::I,aTSLo=:+±A±abHb.Petugas

informasi / pengaduan        dan        melakukap

c.F=T=fa±::¥*:a±:a±oL±:aL;:,nfp:Pe:j]:
pengaduan    apabila    memerlukan    rujukan,

d.:n¥fLuka:iedbanactTTn:e=iijutdiberikankepadl
pelanggan melalui sarana yang sesuar.

II\mo,                           ,-in , I----'    ,----     -1-'-,I           -
i i:I              I-                  I
e-fry, lB,-¥    .==-\\`

I

<.%1

__      ¥==H             I1-t----11--Ill-I\--
+

II

3. Jangka WaktuPelayanan .II.TindakLanjutI.ayananPermintaanlnfomiasi
.Ia.MelaluiTatapmuka,telepon,shortmessagin

services  (sins),  email/website,  media  sosi   ,
whatsapp, aplikasi, Halo BPOM :  1 Hari Keri ,

b. Melalui surat, faksimili : 3 Hari Kelja

2. Tindak Lanjut hayanan pengaduan                      II
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a. Permintaan  informasi  dan  pengaduan  yang
bersifat    normatif    maksimal    diselesalkan
dalam 5 (lima) hari kelja

b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan
dan/atau   tidak   memerlukan   pemeriksaan
lapangan   selambat-1ambatnya   diselesaikaJl
dalaln 14 (empat belas) hari kelja

c. Pengaduan yang  berkadar  pengawasan  dan
memerlukan         pemeriksaari         lapangan
selambat-lambatnya  diselesaikan  dalam  60
(enam puluh) hari kerja

4. Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/Gratis
5. Produk Pelayanan Inforlnasi dan Tindak lanjut pengaduan                 I
6. Penanganan Pengaduan,     saran    dan    masukan    terhadap

Pengaduan, Saran, Pelayanan  Pengaduan  Masyarakat  dan  lnforma§i
danMasukan/Apresiasi Obat dan Makanan dapat disampaikan melalui :ULPKLokaPOMdiKabupatenBelu

J1.   Dr.   G.   A.   Siwabessy,   Kec.   Atambua   Barat
fab.Belu
Te,epon          : -                                                                       I
Faksinrili       : -
SMS                  : 081331510092
WhatsApp     : 081331510092
Email             : bt)ombelu@rmail. com
Media sosial : Facebook  (bpom belu)

Instagran q]pom. belu)
PENGBLOIAAN PELAYANAN                                                                                                         I

1. Dasar Hukum a.  Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentads
Keterbukaan lnformasi Publik;

b.  Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tental]g
Pelayanan Fublik;

c.  Peraturan  Pemerintah  nomor 61  tahun  2010
tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;                                                                              I

d.  Peraturan    Menteri    Negara   Pendayagunaqul
Aparatur  Negara  Nomor  PER/05/M/PAN/4/
2009  tentang  Pedoman  Umum  Penanganab
Pengaduan       Masyarakat      bagi      lnstan9i
Pemerintch;

e.  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan
Makanan    Nomor    HK.    03.1.23.08.11.07456
Tahun   2011   tentang  Tata   Cara   Pelayanah
lnforlnasi    Publik    di    Lingkungan    Badan
Pengawas Obat dan Makanan;

f.   Peraturan   Menteri   Pemberdayaan   Aparatur
Negara  Reformasi  Birokrasi  nomor  15  tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9.  Peraturan    Menteri   Negara   Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
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Pedoman    Evaluasi    Kinelja    Penyelenggar
Pelayanan Publik

h.  Peraturan    Menteri   NegaLra   Pendayagunaan
Aparatur   Negara   Nomor    14   Tahun   2017

::::s8anMP::;:=atpe:y=uriunp=nyeLe:=rvarei
Pelayanan publik;                                                  ,

i.   Peraturan   Menteri   Negara   Pendayaguna
Aparatur   Negara   Nomor    16   Tahun   20

::::andipeLn£:e£:g=aanun::r=n;e°)::u::Si;
Pelayanan Publik;

j.   Peraturan  kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan

:al#Makanan Nomor 6 tahun 2017 tentang
Infomasi     Publik    yang    Dikecualihan     qi
Lingkungan    Badan    Pengawas    obat    dah
Makanan;

k.z;r=¥tranN¥8e:taeriNON:::a62pe:ia:r:Ori

Tentang             Pedoman    Sistem    Pengaduarty

1.::::y==B¥:ikpNeans:::::obatdanMakanal
Nomor   26   tahun   2018   tentang   Pelayanan
Perizinan     Berusaha     Terintegrasi
Elektronik sektor Obat dan Makanan;

in::o:;:i:7B=d£?en82aow]a8S°tbe:ti:Ms¥di

n.  Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor    5    Tahun    2020    tentang    Integra§i
Pelayanan      Perizinan       berusaha
elektronik di sektor Obat dan Makanan;

seca+

o.  Peraturan Badan POM nomor  10 tahun 202L
tentang Stander Kegiatan  Usaha Dan  Produ]{:e=¥aihiPada    Penyelenggaraan    Perizinan
Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan;

p.#::=:-N:::eripfnpd/aLy:8TMFAN?3;O*
tentang      Pedoman      Umum      Penanganan

q  ::i:a±u£;  K:pa=ar=atdan ba:M ]n;o=j:
HK.04.1.23.08.11.07457  tahun  2011  ten
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenta
di Lingkungan Badan roM;

r.   Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat d
Makanan       Nomor       HK.04.1.23.04.16.17
Tahun    2016    tentang    Standar    Pelayan
Minimal Unit lrayanan Pengaduan Masyarakat
di   Lingkungan   Badan   Pengawas   Obat  dat
Makanan;
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Iiiiii
Is.KeputusanKepalaBadanPOMN

HK.02.021.2.06.20.182   tahun   2020   tentan
Penerapan Sistem Kelja dalam Tatanan Normal
Baru di Lingkungan Badan roM;

2. S-a danPrasarana,dan/atau a. p:;:anpe::yKan, an,    kurs£   Petayanan,    mej]

Fasilitasi b. Ruang tunggu
c. Sistem antrian manua
d. b¥¥  infomasi  bempa  leaflet,  brosur  dTe.Subsite

f.  Media Sosial
9. Kotck aran
h. Komputeri.AplikasiSi§tem  Pelaporan  hayanan  Pengrdua+

Konsumen (Simpel Sarana)
j.  Air minum dan makanan ringan
k. Toilet
I.  Area pandr                                                                    I

3. Kompetensi a.  Memiliki Kompetensi pelayanan publik ;              I
Pelaksana b.  Memahami Informasi dan Registrasi Obat dan

Makanan;
c.  Memahami     Peraturan     terkait    Obat    dan|

Makanan                                                                       I
4. Pengawasan lnternal a. Dilakukan oleh atasan langsung;

b. Dilaksanakan secara kontinyu;
c. Konsisten    dalam memberikand.mte"/p¥esLL:):repewn=d/upeann¥e::=g|

melalui atasan langsung petugas
e. Dilakukan absensi kehadiran
f.Pn:#o=tup=8aa¥:d=pe:g::najsanogbat°d)=h|

Makanan
5. Julnlah Pelaksanan a.   Informasi dan Pengaduan Masyarakat : 2 orang
6. Jaminan Pelayanan 1.  Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan

Loka  POM  di  Kabupaten  Belu  dilaksanakan
sesudi dengan jaminan pe]ayamn berdasarkal
kerangka dan prosedur yang terdiri atas:

a.j enis pelayanan ;
b. waktu penyelesaian;                                          I
c. biaya/ tarif;                                                             I
d.produk layanan.

Waktu      penyelesaian      penyelenggaraani:it;:?¥¥::t.::¥mal±ckt:?ap::]ny=igo¥:anal

dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
2.  Setiap  pelaksana  layanan  wajib  memberikan|

=p:¥,an=u:eah?dan=ayan¥=d::gce:a]
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ahacabelberdaarkanketenfuanpemnclang-I
undangan;

3.  Setiap pelaksana layanan diLarang   menerima
suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau I
keuntungan     pribadi     dalam     memberikan
pelayanan kepada masyarakat

7. Jaminan Keamanan a.  Pemohon     yang     mengajukan     permohonant
dan Keselamatan Pelayanan  di  lin8kungan  I.oka  POM  di  Belu
Pelayanan

:beut¥en¥ar::thanr=:ng=man=abe=aess¥La|bahaya,danrisikokeragu-raguan.

8. Evaluasi Kinelj a Pelaksanaan     audit     internal     atau     eksternal
Pelcksana dilakukan   secara   konsisten   minimal   setahur|Isekali.

a. Evaluasi yang dil               melalui :
1)   Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) oleh

Inspektorat   Badan   Pengawas   Obat  dan
Makanan setahun sekali;                               ,

2)  i=:yri dKfle±usaan-akanM:I:yhar:: pseM"d: I

Kabupaten Belu setiap bulan;
3)   Laporan      Monitoring      dan       Bvaluasii

4):ii::d:in:aa:e=m=M=¥Kai:M:eetr:anE±¥r±=|
(satu) kali dalam setahun.

KepaladihabupatenBeLu,

F`erdian Dwi Armanto, S.Farm. ,Apt


